KEPUTUSAN INSPEKTUR

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

.a.

-_—

Bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan pasal 21 Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun
2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, mengatur
penetapan petunjuk teknis proses penanganan pengaduan
masyarakat oleh Inspektorat dengan Keputusan Inspektur.

Bahwa sehubungan penanganan pengaduan masyarakat yang masih
bersifat parsial maka perlu adanya suatu petunjuk teknis penanganan
pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan suatu sistem yang
dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan
monitoring keakuratan data penanganan pengaduan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penanganan
Pengaduan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Peraturan Gubernur Porvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi Jakarta;

13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
93 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

14. Peraturan Inspektur Provinsi DKl Jakarta Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN INSPEKTUR  TENTANG PETUNJUK  TEKNIS

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat

merupakan petunjuk bagi para JFT/JFU di Lingkungan Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melaksanakan tugas
penanganan pengaduan;

: Lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat

terpisahkan dari Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari

Lampiran | . Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat
Lampiran |l . Prinsip, Etika, Syarat Dan Ruang Lingkup
Penanganan Pengaduan Masyarakat



Lampiran llI . Penelahaan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Lampiran IV . Pemeriksaan Penanganan Pengaduan
Masyarakat

Lampiran V : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Lampiran VI . Panduan e-Dumas

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan
perbaikan seperlunya.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Inspektur ini maka Peraturan Inspektur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkandi : JAKARTA
Padatanggal : (b Qovember 2011

——1Inspektur Provinsi
/D/aerah\Khus\ s Ibukota Jakarta

(R

\
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LAMPIRAN I
Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : S0 TAHUN 202]
Tanggal : Vb Novewmbor 2ol

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.

Pengaduan masuk

Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Pelapor dapat datang secara langsung dan menyampaikan pengaduan ke
Loket yang tersedia;

b. Pelapor dapat mengirim pengaduan melalui Pos, Email, SMS, Whatsapp, atau
Direct Message Media Sosial Inspektorat DKI Jakarta;

Pencatatan

Pengaduan yang diterima wajib dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretariat

kedalam sistem Persuratan Inspektorat Provinsi DKl Jakarta (E-Disposisi).

Pengaduan yang masuk secara otomatis akan masuk ke dalam sistem e-Dumas

yang dimana e-Dumas merupakan bagian dari E- Disposisi.

Pencatatan/registrasi berkas pengaduan masyarakat:

a. Pencatatan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Petugas Administrasi
Sekretariat melalui sistem Persuratan Inspektorat Provinsi DKl Jakarta (E-
Disposisi);

b. Pengaduan yang masuk ke dalam sistem Persuratan Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta (E-Disposisi) secara otomatis masuk ke dalam sistem e-Dumas.

Menentukan Tim Penelaah

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi menentukan Tim Penelaah.

Membuat telaah

Tim Penelaah Bidang Investigasi melakukan penelaahan dengan membuat

laporan hasil telaahan yang telah disetujui Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

untuk diteruskan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar selanjutnya
mendapat disposisi Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

Memberikan disposisi

Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan disposisi dengan

memperhatikan laporan hasil telaahan dari Bidang Investigasi yaitu:

a. Periksa oleh Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan/atau dilimpahkan
kepada Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Wilayah;

b. Tidak diperiksa oleh Inspektorat, antara lain:

1) Telah ditindaklanjuti oleh OPD terkait;

2) Telah/dalam proses penanganan oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
3) Pengaduan berulang;

4) Tidak memenuhi unsur 6W 2H (minimal memenuhi 3W 1H);

5) Materi pengaduan bukan merupakan kewenangan Inspektorat;
Pengaduan yang tidak diperiksa langsung diarsipkan oleh Sekretariat.



6. Membuat Surat Perintah Tugas
Inspektur Pembantu menindaklanjuti disposisi periksa dari Inspektur Provinsi DKI
Jakarta dengan menugaskan Tim Pemeriksa.

7. -Melakukan pemeriksaan
Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan.

8. Membuat laporan hasil pemeriksaan

Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada

Gubernur dan/atau OPD terkait dengan persetujuan Inspektur Provinsi DKI

Jakarta.

9. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

Inspektur Pembantu dan Sekretaris menugaskan tim tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada

Inspektur dengan tembusan Sekretaris.

10. Pengarsipan

a. Pelaporan hasil penanganan masyarakat disimpan oleh Sekretariat melalui
sistem e-Dumas;

b. Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan ruang lingkup pengaduan, sumber
pengaduan serta urutan waktu pengaduan;

c. Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat diberikan
kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan dari Inspektur Provinsi DKI
Jakarta secara tertulis;

'd. Terhadap permintaan informasi dari pihak lain (masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, media massa, dan lain-lain) sebagaimana diatur pada huruf c,
informasi yang dapat diberikan hanya data statistik penanganannya bukan
substansi.

e. Sekretariat melakukan pengarsipan terhadap:

1) Surat pengaduan masuk;

2) Laporan hasil telahaan;

3) Surat penugasaan;

4) Laporan hasil pemerikséan;

5) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.



B. Bagan Alur

Pelaksana
No Keigiatan Irban Inspektur Inspektur Waktu Keterangan
Masyarakat |Petugas Loket Investigasi Tim Verifikasi Provinsi Pembantu Tim Pemeriksa| Sekretariat

1 Pengaduan

Masuk 5 menit

2 Pencatatan |j’——| 15 menit

Menentukan '
% Tim Penelaah D -| 15 menit

Membuat .
4 Telaah E ‘| 1 hari

i Perlu \ Ya
Memberikan " .
d Disposisi P:;":nr:‘/' 15 menit
Tidak
Membuat Surat
6 | Perintah Tugas I |' 30 menit

Sesuai
penugasan

Melakukan
Pemeriksaan

Membuat
8 Laporan Hasil 3 hari
Pemeriksaan

Tindak Lanjut

9 Laporan Hasil 30 hari
Pemeriksaan
10 Pengarsipan 30 menit

Gambar 1 Alur Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat



LAMPIRAN Il
Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : S0 TAHuN 2011
Tanggal : b noOvembsr Lol

PRINSIP, ETIKA, SYARAT DAN RUANG LINGKUP PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

A. Prinsip Penanganan Pengaduan

Prinsip penanganan laporan pengaduan masyarakat merupakan nilai-nilai yang wajib

dijadikan acuan dalam setiap tahapan penanganan pengaduan masyarakat. Prinsip-

prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan satu pintu
Prinsip penerimaan satu pintu dimaksudkan bahwa sumber pengaduan yang
diterima oleh Inspektorat Povinsi DKI Jakarta atau Inspektorat Pembantu harus
disampaikan kepada dan diketahui oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta atau
Inspektur Pembantu.

2. Objektivitas
Prinsip objektivitas dimaksudkan bahwa penanganan pengaduan dilakukan
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang ada.

3. Efektif, efisien, dan ekonomis
Prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dimaksudkan agar penanganan pengaduan
dilakukan secara tepat sasaran dan hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya,
dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Akuntabilitas dan Transparansi
Prinsip transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penanganan
pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang
berlaku.

5. Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan dimaksudkan bahwa penanganan pengaduan dilakukan
secara hati-hati dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta kerahasiaan
materi laporan. Selain untuk perlindungan terhadap pelapor, prinsip ini diterapkan
juga untuk menghormati asas praduga tidak bersalah terhadap terlapor. Oleh
karena itu, surat-menyurat dan arsip dalam penanganan pengaduan adalah
bersifat rahasia.

B. Etika Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat
Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara yang menangani
pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap dan berperilaku agar
memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta



menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam
penanganan pengaduan masyarakat.
1. Nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang menangani pengaduan masyarakat
waijib menjunjung nilai-nilai dasar sebagai berikut:
a. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang
berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat;
b. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
c. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan,
ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
d. Inovatif, selaku meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.
2. Kewajiban dan larangan bagi Aparatur Sipil Negara yang menangani pengaduan
masyarakat
a. Aparatur Sipil Negara yang menangani pengaduan masyarakat waijib:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan;
Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;

Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja;

Menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait dengan jabatan, pelapor
dan terlapor; 4

Menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan
pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak
menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;

Menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen
kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan
tugas selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung
maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan
masyarakat atau berhenti/alih tugas.

b. Aparatur Sipil Negara yang menangani pengaduan masyarakat dilarang:

1)
2)
3)
4)

5)

Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau
golongan;

Menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan
dengan penanganan pengaduan masyarakat,

Meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan
proses penanganan pengaduan masyarakat;

Menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat
yang diberi kewenangan;

Menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan
pribadi, kelompok maupun golongan.

3. Etika Aparatur Sipil Negara dalam penanganan pengaduan masyarakat
a. Etika terhadap pelapor;

1)

2)

Memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan
tanpa unsur pemaksaan; '

Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak
diskriminatif;



3) Menjamin kerahasiaan Identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

4) Menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;

5) Memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan
proses pengaduan masyarakat yang ditangani.

Etika terhadap terlapor meliputi:

1) Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;

2) Menghormati hak-hak pelapor.

Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara yang menangani pengaduan

masyarakat:

1) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;

2) Menggalang rasa kebersamaan;

3) Menghargai perbedaan pendapat;

4) Saling membimbing, mengingatkan dan mengoreksi.

C. Syarat Penanganan Pengaduan
1. Menyebutkan Informasi yang jelas

a.

Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan

yang disampaikan pelapor diharuskan dapat menyebutkan secara jelas

informasi mengenai:

1) ldentitas aparat yang dilaporkan termasuk jabatan, serta satuan kerja atau
pengadilan tempat terlapor bertugas;

2) Perbuatan yang dilaporkan;

3) Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan
pemeriksaan suatu perkara; : ,

4) Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan
yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan
nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk
memperkuat pengaduan pelapor.

Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk rnencantumkan identitasnya.

Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar

dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas

akan tetap ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus |bukota

Jakarta.

2. Pengaduan Masyarakat dapat dikelompokkan dalam:

a.

Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan;

1) Apabila substansi/materi pengaduan logis dan memadai dengan identitas
pelapor jelas serta didukung bukti awal, harus dilakukan pemeriksaan
untuk membuktikan kebenaran informasinya;

2) Apabila substansi/materi pengaduan logis dan memadai serta didukung
bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas, perlu dilakukan
pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;

3) Apabila substansi/materi pengaduan logis dan identitas pelapor jelas,
perlu dilakukan klarifikasi atau konfimasi sebelum dilakukan pemeriksaan;
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4) Apabila substansi permasalahannya sama, sedang atau telah dilakukan

pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.
b. Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

1) Apabila substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang
konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai
bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan;

2) Apabila substansi/materi pengaduan tidak logis yang berupa keinginan
pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak
perlu diproses lebih lanjut.

D. Ruang Lingkup Pengaduan
Ruang lingkup materi pengaduan masyarakat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 93
tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penyalahgunaan wewenang;

Penyimpangan/menghambat dalam pelayanan masyarakat;

Pelanggaran disiplin pegawai;

Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;

Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

P NS
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LAMPIRAN Il
Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 50 Th{UUWN 2901}
Tanggal : b November 291\

PENELAAHAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Ketentuan Umum Penelaahan

1.

2.

3.

Kegiatan penelaahan adalah kegiatan menilai apakah laporan yang disampaikan

memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan, masuk ruang lingkup

kewenangan Pemerintah Provinsi dan memiliki kelengkapan dokumen untuk dapat
memberikan rekomendasi apakah pengaduan akan diteruskan ke pemeriksa atau
pengaduan diarsipkan;

Tim Penelaah adalah Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat Pembantu Bidang

Investigasi yang ditetapkan oleh Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

Tugas Tim Penelaah yaitu:

a. Membuat ringkasan pengaduan, memuat informasi 6W + 2H minimal 3W 1H
(What, Where, When dan How) dan menginformasikan dokumen yang
dilampirkan;

b. Mengelompokkan dumas sesuai dengan klasifikasinya;

c. Menilai kualifikasi pelapor (apakah ada identitas yang jelas, menilai kebenaran
subtansi materi pengaduan secara objektif);

d. Identifikasi keterkaitan dengan pengaduan lainnya, termasuk menilai apakah
pengaduannya berulang atau tidak;

e. Memberikan rekomendasi apakah pengaduan tersebut dilanjutkan
pemeriksaan atau tidak.

B. Langkah-langkah Penelaahan

1.

|dentifikasi data pengaduan masyarakat, data pelapor dan data terlapor dalam
formulir checklist pengaduan masyarakat;

Merumuskan inti masalah yang diadukan;

Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan meteri
pengaduan;

Menghubungkan materi pengaduan masyarakat dengan peraturan perundang-
undangan yang relevan; !

Menganalisis muatan fakta dan data yang diinformasikan (fakta aktual, logis atau
imajinasi/fitnah)

Pengujian data relevan dengan infomasi yang diadukan;

Jika data tidak lengkap maka auditor melengkapi dengan informasi tambahan
tanpa harus berhubungan dengan pihak yang terlibat langsung;

Menetapkan hasil telaahan pengaduan masyarakat, dengan kesimpulan perlu
atau tidak dilakukan pemeriksaan;
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9. Melaporkan hasil telaahan dimaksud kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk
mendapatkan persetujuan, perlu atau tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

C. Saran Hasil Telaah Laporan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan dilanjutkan ke pemeriksaan

1.

a.

Pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektorat dan/atau Gubernur
dan merupakan kewenangan Inspektorat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;

Pengaduan memiliki kehandalan sumber informasi dan validalitas informasi
yang dapat dipertanggungjawabkan dengan materi pengaduan sekurang-
kurangnya terpenuhi 3W dan 1H, sebagai berikut:

What (apa) : Apa Jenis penyimpangan
When (bila) . Kapan penyimpangan tersebut terjadi.
Where (dimana) . Dimana penyimpangan tersebut terjadi

(Perusahaan/Instansi, Unit Kerja).
Who (siapa pelaku) : Pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.

Why (mengapa) . Penyebab terjadinya penyimpangan (kelemahan
SOP, kolusi).

Whom (siapa : Pihak-pihak yang terkena dampak.

objek/terdampak)

How (Bagaimana) . Bagaimana penyimpangan tersebut dilakukan.

How Much (berapa : Berapa banyak nilai kerugian yang ditimbulkan.
banyak)

Pengaduan yang disampaikan memiliki kelengkapan dokumen pendukung
yang menguatkan isi materi pengaduan dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga pengaduan tersebut mempunyai potensi tinggi untuk ditindaklanjuti
oleh Tim Penelaah;

2. Pengaduan tidak dilanjutkan ke pemeriksaan

a.

Pengaduan yang tidak jelas dan tidak didukung dengan identitas yang jelas
(surat kaleng yang berisi fitnah);

Pengaduan tanpa kecukupan bukti permulaan, bukan kewenangan, tidak
cukup bukti, atau laporan telah/sedang ditangani oleh APH;

Pengaduan sumir/laporan tidak jelas, tidak memenuhi persyaratan
administratif atau subtantif;

Pengaduan berulang.

D. Laporan Hasil Penelaahan
Laporan hasil penelaahan sekurang-kurangnya memuat: -
Sumber Informasi;
Materi Pengaduan
Hasil Telahaan
Kesimpulan dan Saran

1.

2.
3.
4
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Contoh Format Telaah

INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI
INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

TELAAHAN PENGADUAN MASYARAKAT

Kepada : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Dari : Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
No

Tanggal

Hal

Menindaklanjuti pengaduan .......ooweeeensesneeneere TANGGAl woviiviveciiviiiciiccsiseievenn. dengan ini
disampaikan hasil telaah sebagai berlkut

A. Informasi Pengaduan

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Mengetahui, Tim penelaah,
Inspektur Pembantu 1. Nama penelaah 1
Bidang Investigasi, 2. Nama penelaah 2
3. Dst.
nama

NIP XXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXX

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
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LAMPIRAN IV
Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor  : 50 TAHwy 20?1
Tanggal : |b Novemlber 7 o1

PEMERIKSAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Ketentuan Umum Pemeriksaan

1.

Pemeriksaan adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan bukti-bukti dan
menganalisis secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk
mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain:

a. Audit Investigatif;

b. Audit Forensik;

c. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah.

Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua
puluh) hari setelah Surat Perintah Tugas ditetapkan, kecuali ada alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tim Pemeriksa

1

2.

3.

Susunan Tim terdiri dari:

Anggota;

Ketua;

Pengendali Teknis;

Wakil Penanggungjawab;

. Penanggungjawab.

Tugas dan fungsi Anggota yaitu:

a. Mengolah informasi awal yang diperoleh dari proses telaah;
b. Meneliti peraturan dan dokumen;

c. Melakukan wawancara dengan auditi, masyarakat dan pihak terkait;
d

e.

®oo0 T

Melakukan pemeriksaan fisik/peninjauan lapangan;
Membuat dan menyampaikan Kertas Kerja Pemeriksaan secara berjenjang.
Tugas dan fungsi Ketua yaitu:
a. Memimpin pelaksanaan penugasan pemeriksaan;
b. Menyusun/menentukan Tim Pemeriksa dan peran penugasan;
c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeriksaan;
d. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang meliputi:
1) Dasar hukum;
2) Tujuan;
3) Sasaran;
4) Ruang lingkup;
5) Metodologi dan langkah kerja pemeriksaan;
6) Uraian permintaan dokumen;

7) Jadwal pemeriksaan.
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4.

e. Melakukan supervisi kepada anggota terkait dengan realisasi peran yang
ditugaskan dalam PKP;

f.  Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan.

Tugas dan fungsi Pengendali Teknis yaitu:

a. Mengendalikan pelaksanaan penugasan pemeriksaan;

b. Mereviu susunan Tim pemeriksa dan peran penugasan pemeriksaan yang
disusun oleh Ketua Tim;

c. Mereviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeriksaan yang disusun oleh
Ketua Tim;

d. Mereviu dan menandatangani Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang
disusun oleh Ketua Tim;

e. Mereviu realisasi Program Kerja Pemeriksaan (PKP);

f. Mereviu konsep laporan hasil pemeriksaan;

g. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Wakil Penanggungjawab
dan/atau Penanggungjawab.

Tugas dan fungsi Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab selaku

pengendali mutu yaitu:

a. Memberikan pengarahan atas penugasan Tim Pemeriksa;

b. Menandatangani Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dan Surat Perintah Tugas;

c. Melakukan supervisi kepada Pengendali Teknis terkait dengan realisasi
Program Kerja Pemeriksaan (PKP);

d. Bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaan;

e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur,

Menyampaikan saran hasil pemeriksaan kepada OPD terkait.

—h

C. Teknik Pemeriksaan
Teknik pemeriksaan dilakukan antara lain:

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

Wawancara (untuk mendapatkan bukti kesaksian);
Penghitungan (memiliki kendala bukti yang tinggi);
Vouching (menguiji kebenaran jumlah dengan sumber bukti);
Tracing;

Observasi dan Inpeksi;

Scanning;

Review Analitis;

Bagan Arus;

Grafik;

0. Kuesioner.

D. Bukti Pemeriksaan
Bukti pemeriksaan antara lain:

1
2.
3.
4.

Berita Acara Permintaan Keterangan saksi dan/atau pihak terkait;

Informasi yang diterima dari pelapor, masyarakat dan rekan sekerja/sejawat;
Peraturan terkait; _

Dokumen-dokumen resmi yang dapat diuji.
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E. Langkah-langkah Pemeriksaan
Langkah-langkah pemeriksaan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1.
2.
3.

o o

=90 e

Identifikasi permasalahan dan pihak-pihak terkait;

Melakukan pengumpulan bukti-bukti dokumen dan peraturan;

Melakukan pemanggilan dan/atau mengundang .pihak terkait (ASN dan
masyarakat) untuk dilakukan wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara
Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau surat pernyataan;

Melakukan tinjauan lapangan/pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL);

Meminta keterangan ahli sesuai dengan ketentuan;

Melakukan analisis dokumen dan keterangan dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan;

Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan memberikan saran;

Menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan sementara;

Sekretariat melakukan reviu tata naskah laporan hasil pemeriksaan sementara;

. Menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada

Gubernur dan Kepala OPD.

F. Laporan Hasil Pemeriksaan

1.

Laporan hasil pemeriksaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Sampul laporan;
b. Daftar isi;
c. Ringkasan eksekutif berisikan dasar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan,
standar pemeriksaan, temuan pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat;
d. Pokok masalah;
Kronologis kejadian;
f. Hasil pemeriksaan;,
1) Penelitian peraturan;
2) Penelitian dokumen;
3) Keterangan pihak terkait;
4) Peninjauan lapangan;
5) Analisis kasus;
6) Tindak lanjut;
g. Kesimpulan dan saran;

2. Ketentuan pelaporan hasil pemeriksaan, antara lain:

a. Laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur dan disampaikan
kepada Gubernur dan/atau Kepala OPD terkait;

b. Laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Gubernur dan/atau
Kepala OPD terkait sebelum ditandatangani oleh Inspektur terlebih dahulu
diparaf oleh Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Wilayah pada setiap
halaman;

c. Hasil pemeriksaan dengan saran yang terindikasi pengenaan sanksi hukuman
disiplin atau terjadi kerugian daerah dapat terlebih dahulu dilakukan
paparan/ekspose dengan menghadirkan Kepala OPD/atasan langsung;
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d. Laporan hasil pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20
(dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa penugasan dan dapat
diperpanjang dengan membuat laporan sementara dan menyebutkan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan;

e. Apabila hasil pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana, maka pengaduan
masyarakat tersebut dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum;

f. Hasil pemeriksaan yang menyangkut tuntutan ganti rugi dilaporkan oleh
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti
Rugi yang terlebih dahulu dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak sesuai ketentuan;

Format Laporan Hasil Pemeriksaan

Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif
Bab | : Gambaran Umum

A. Pokok Masalah

B. Kronologis Kejadian
Bab Il : Hasil Pemeriksaan
Penelitian Peraturan
Penelitian Dokumen
Keterangan Pihak Terkait
Peninjauan Lapangan
Analisis Kasus
. Tindak Lanjut
Bab Il : Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

B. Saran

TmMooOw»

Lampiran
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LAMPIRAN V
Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor  : 50 TaHur oY\
Tanggal : (I, Npyewmber 2o1(

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Ketentuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat

1.

2,

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat dilaksanakan
oleh Inspektorat Pembantu;

Inspektur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk
melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Undangan kepada OPD terkait untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan disampaikan kepada
Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Sekretaris;

Berkas/data tindak lanjut yang diserahkan oleh OPD dihimpun oleh Inspektur
Pembantu.

B. Langkah-langkah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat

@ N

Menginvetarisir laporan hasil pemeriksaan;

Membuat matriks saran hasil pemeriksaan;

Mengundang OPD terkait;

Membuat berita acara tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Membuat laporan perkembangan pemantauan tindak lanjut;

18



LAMPIRAN VI
Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 50 TaHun 2ol
Tanggal : & Wovember w7l

PANDUAN E-DUMAS

Untuk dapat mengakses sistem e-Dumas, pengguna dapat mengakses ke sistem
Persuratan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (E-Disposisi) yang berada pada alamat
https://inspektoratdkijakarta.com/ dengan menggunakan brow:ser semisal Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera Broswer, dan sebagainya. Pastikan komputer
memiliki koneksi internet yang memadai.

Pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem Persuratan Inspektorat Provinsi
DKI Jakarta (E-Disposisi) dengan cara memasukkan NRK dan Password masing-masing

lalu mengklik tombol “Sign In”.

NSPEKTORAT

PROVINS) DKL JAKARTA 3,

E - Disposisi

Sisterm Intormas Dispesisi

Jika pengguna berhasil memasukkan NRK dan Password secara benar, maka
pengguna akan secara otomatis diarahkan ke halaman Beranda E-Disposisi. Jika
pengguna gagal memasukkan NRK dan Password secara benar, akan tampil peringatan

yang menunjukkan bahwa NRK atau Password salah.
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QoM o, E Wedus wn )
(A
Beranda : Beaids

1138 0 162 [ 67% 290 e@®e
Surat Mosuk Syt Kehaoy SUrat Telah Ditindak Lanat User

Copyright £ 2021 Inpektorat Provinal DKI Jakarta. A gkt jooivid Yenion 100

Menu e-Dumas terdapat pada bagian atas halaman Beranda dan memiliki tombol
untuk masuk ke dalam sistem e-Dumas. Setelah pengguna mengklik tombol “e-Dumas”,
maka akan masuk ke dalam sistem e-Dumas.

A. Halaman Surat Masuk

e-Dumas

SuntMash | Ve Gapatls  Penvgean GnGkleypt Relep
Shew 1w ¢ entries Search:
Tanggat Tanggat
Indox ¢ Masuk Ant Nomer Surat ¢ Surat Parihat S Al
32 202:0810  PAGUTURAN SECURITY / SATPAI, 08/CS 20201205 Tindabkaa KXNyang diavakan oleh Soe Kendar
[roccass | e LR
3889 20210320 SONBANTAROCH PAG: 4 210370 CuKKId 2 ggrahen Jakarta Setananyang Udak bisa mendatas PRPK fx<]
[ soea wa EEE S
3357 20010519 SUPATKABARNAS'QHAL TEROPONG N S ] 0216349 Pemberitean sratkabarnasional terepang ]
[sassJouct RELAE
32 20210818 SEHGURUS PT 013/ R\ 02 RELURAMAN ST LA 20010312 Suratirdangen &Suratke b henfimasi 288 surat kami 00423/ RT-13/.0
KELAPA GADNG TIMUR JAKARTA UTARA [susaf eun BEZT)
o1 2020818 SOEMARNL R KEBON EAWANG RT €2/05 Agustistatel 20050318 Indikasi Korupst m
JAKARTA UTARA [ poxreve ] e EED B
361 20010816 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN 1 2210306 Peverusan Perg: argendip i Hampang Prapatan 8
KESEHATAY ¥ [0 X tomaiy,
3807 20210395 ITRAN KOTA A, SAKARTA SELATAY 16873 572 20010727 Tindaktaniut Pengacur Masyarakat ﬂ
G DY ruavs
3593 20210805 KEVENTERIA DALAM KEGERIRI To0/10435 20210593 Tindakbanjut Pengedusn m
IMSPEKTORAT JENDERAL } [ oo | seocan EEE TR
3566 0210305 KEMENTERAN S350, RHS 1S 43 52001 w2072 PeagedusnMasyaaba 2+ ]
PENDIDIFAN YERUDATARN RUSET DAN [acusa] seccer REUES
TEAHOLOG (INSPEKTORAT JENDERAL Y
3588 20210305 KEMENTERWI 208,65 505308 09/ 200 warar2i PengadumnMaspaba (7]

Halaman Surat Masuk merupakan halaman untuk melihat pengaduan yang
masuk ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Halaman Surat Masuk hanya dapat
diakses oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
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)
-

Beraada [ e Dumy |

e-Dumas

Sunttask Yedfian Perogasin  fidalanat  Relap
Show 3 & envies Stacch:
Tanggal Tonggat
Index ¢ Masuk Asal Nomeor Surat sunat Parihat Aai
3812 20210810 PAGUAURAN SECURITY / SATRAM, O3/CS 20201265 Tindakan KKN yang diaickan oleh SOt Kendar E
[rorma ] cos BB o)
@ Ut
3889 20010820 SONBHKTAROGAPAG: 0 2210330 Gurw KK G vilayah Kecamatan Pesanggrahen Jakarts Setatan yaog (rfa biss mendaXar PPPK 2 G
0 X msrana )
3357 20210519 SUPATKABAR NASIONAL TEROPOKG GBS SIS 20010315 Perberitoan sunat kabarnations! terepong iG]
sar [ susi BUL )
31828 20210819 PENGURUSRT 013 /KW 02 RELURAHAN 03284 RTENIT 2 20210832 SuratUrdangan & Surat ke banfiemasi 2tas st kami n 421 /SKRT-13/. 0 m
KELAPA GAD™G TIMUR JAKAQTA UTARA [susa eans REEC
arer 20010518 SOEMARNL JL KEPON EAWANG RT 02,05 s 262 20230315 Indikasi Kerupst m
JAKARTAUTARA [Porrons | sscnn ST
3761 202105 16 INSPEKTOPAT JENDEPAL KEMENTERIN PSLOIALIY N s Perensan Peogadvan Masyarahat mengenal pelay, i (035 Mampang Prapaten
KESERATAX & [rorre [ susa RETET
3607 20210305 (TEANKOTAAD', JAKARTA SELATAN 154/ 922 0000777 Tindaklaviut Pengadura Masyarasat m
TN
3539 20010805 KESENTERIAN DALAY NEGERIR( row10+ 20210503 Tindakbacjut Peagedusn
{NSPEKTOPAT JENDERAL } [ Famsee | seorax ERE R
3586 220805 KEVENTERAN 105365, 734 220727 PergaduanMasyarabat ot}
PENDIDIKAM REBUDATAAN ISET DAN [vusns] sceces EETTEE

TELHOLOG! { INSPEKTORAT JENDERAL

Pada menu Surat Masuk, pengguna dapat melihat dan mengunduh berkas

pengaduan yang masuk.

B. Halaman Verifikasi

"~
-

Bemnta [ € Dumn

e-Dumas

Suatiask  veamaw  Dapesi Prwgaes  Baddiaeht Aok

Senurgps DiposnQl  MerwragaVeHan®  Sesseveifs )

Show u ¢ enties Searche
Tanggal Tangeat
Indox & Masuk Ant Hemor Swrat < sunat Parihal © Deaduine Ak
ans 2210519 URUS RT 013 ) RV 02 KELURANAN 53881 t 20000512 SuratUndargan b Surat ke Bl keofimasi atys surat kami 02,021 SR/RT33/.. [ rcemers 621§ m
PA GADING TR JAKARTA LTARA f susa] s RELEE)
3797 20210818 SOEMARNL, JL KERON BAVIANG RT 02/05  Azustus 271 20210315 IndivasiKoruast 1 Apasker 101 m
JAXARTA UTARA [ rramss | sceeaa EEUTTUCY
3161 202:-08-16 NSPEKTORAT JENDEPAL KEMENTERIAN £04.0Y i 20210306 Per: gaduan M b ngenal i Pushesmas Mampaag Prapaten f11acutds 2621 ] m
KESEHATAX RI [Formose | sucs RITTTON
3507 0214805 ITBAX KOTA ADAY JAKARTA SELATAR w132 0200127 Tndak Langut Pengaduan Hasyanaot | 6 dpatei it | m
[ exnme [szce REZEE)
3593 20200305 KEVENTERIAN DALV KEGERS RI{ WL 20210503 Tindaklanjut Pengaduan | s acastn 7o ] m
INSPEKTORAT JEMDERAL ) f rosac fsccosa JEETTLT
2508 20210805 KSMENTERIAN 9344 VS L 20210721 Pergacuan Masyyakat [ 5 remer i
PENDIDIYAN KEBUDATARY RISE] DAY frisiou] szers EELLVY
TEKHOLOG! (INSPEKTORKT JENDERAL }
3595 20210805 KEMENTERWAN €8, FHS WS 0259/ 0021 20019727 Pergacusn Masiaabat [ 1eatnren ] ﬂ
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAY I T maroave
TEKNOLOG {INSPEKTORAT SENDERAL )
3503 20210807 SUKU DINAS CIPTAKARVA, TATARUANG 1452/1.755 2021073 #2530 pengaduan hangunan di WAxyah taiata Selatan, i Jia. Rays Pasat Minggu R1.OCS przzrn [E
DAN PERTANAHAN KOTA ADUIISTRASI #2032 Keturahan Pasar Mioggs, Jin, Bargia Raya Ho.110 Kezurahan Kizmat Pela 1ampang. Jid
JAKARTA SELATAY Detman Elok Vi RT.004 B, 011 Kebayoran Lama Utare
[eomaclean BELL

Halaman Verifikasi merupakan halaman untuk memulai melakukan verifikasi atau
telaah pengaduan yang masuk. Halaman Verifikasi hanya dapat diakses oleh
pengguna unit kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan dapat pula diakses
oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

namun Inspektur Provinsi dan Sekretaris hanya dapat melihat. Halaman Verifikasi
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terbagi dalam 3 (tiga) tabel yaitu Menunggu Diposisi, Menunggu Verifikasi, dan

Selesai Verifikasi.
= ) "
e-Dumas Fenda / ebumas ||

SurerMawk  Venfaw  Dapess  Bugsin Dadweiwia Kabap

Mepunggy Uspossif  MeruraguVerdied @

Show w3 entries Searcic
Tanggal Tonggat
Index 4 Mawk Asat . Hemor Surat Surat Parihal * Deadline Axst
3028 20240313 PENGURUSRT 013 RV 02 KELUPANAN 3SR 20210832 SuratUndargan LStk iota; sucat kami 3.2 [34 12221
KELAPAGADING TIILUR JAKARTAUTARA  susa ] susa BEZZITY
197 20210818 SOEMARNL L 0205 susts 2971 020315 Indikasi Koruasi -
JAKARTAUTARA T T masiei Ubet B
Lovunnad |
3761 2025-05-16 INSPEKTCRAT JERDERAL KEMENTERIAN FIL4OLVLYEEIR 1L 20210306 & Puskasmas Mampang Prapatan | 1t Agntes 11 |
KESEHATAN RI [ Foae [ s RECCR
3807 210505 IVEAN DA ADIL JARARIA SELATAN 1681972 20000727 Vindak Lasiut Pengaduan Masyansat
pcxose et RELED
3393 20210305 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ri{ W31 20210503 Tindak Lanjut Pengaduan
PISPEKTORAT JENDERAL ) [ rexnes eccan REUE S
3508 20210805 KEMENTERIAN SIPAS WS LV 202:-07:27 Pergacuan Mesyarabat
PERDID/KAN, KEBUDAYARN, ZiSET DAN S0 CEE3 meoma

TEKNOUOGH{ INSPERTORAT JENDERAL |

3595 0110805 KEVENTERWAS 5033/ RHBAS €353/7971 20219727 Pergaduzn Mas;anakat o Mgt 762
PEKDID'MAN, ¥EBUDAYAAN RISET QAN O CETY meromve,
TEANOLOG { INSPEKTORAT JENDERAL )

3503 2023-08-00 SUKY DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG 14323733 2021073 je i Wolayah Jakanta Selatan, 0 Jin, Raya Pasar Mingqu RT.OCS | &1 Actes 20 §
AN PERTANAMAN KOTA ADUIGISTRASH Minggy, Jin. 110 Ke Kramat bela Mampang. Jia.
JAYARTA SELATAR Delman EiokV: RT.004 R, 011 Kebayeran Lama Uure

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dapat memberikan disposisi kepada tim
penelaah dengan cara mengklik tombol Aksi yang terdapat pada tabel Menunggu
Disposisi, lalu klik tulisan Disposisi dan akan diarahkan pada halaman Tambah Data

seperti pada gambar dibawah ini.

Tambah Data

Vertsast Suratiawk

Verifikater *

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dapat memasukkan nama-nama

Pegawai Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagai tim penelaah beserta

catatan yang dikehendaki.
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Tambah Data

Verisay  SurstMasek

Verifater *
SOLAIAN {2 IRHAN QAR

¢

| Perhsy

Jika telah selesai, makan dapat disimpan dengan cara mengklik tombol Simpan.

Simpan Data

02ty Bernasi Digmpan

Tutip

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi Data Berhasil Disimpan.
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e-Dumas

Vawrn  verifisast posis gt i pera
\erunggy Vaitinas o
Sewich:
Index + TanggalMasuk Asat Homor Surat Tanggat Surat Parihal Daadtine Asi
3328 20210612 PENGURUS RT 013/ RV 92 QSRS 01552023 02163 12 Surat Uncargan & Sumtie m

borfomysi atas suratbarm
0D2USKRINY.2

I ) oav

Shaving 1to 1 of Lentries vesiout ' Hed

KELURAHAN KELAPA GAD K&
TIUR AVARTA UTARA

Copyright © 2023 Inspekdorat Provinst BKS Jakarta. AlLizhis vt Verston Lo

Pengaduan yang telah diberi disposisi oleh Inspektur Pembantu Bidang
Investigasi akan masuk ke tabel berikutnya yaitu tabel Menunggu Disposisi. Tabel ini
dapat diakses oleh Pegawai Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi yang namanya
terdapat dalam disposisi Inspektur Pembantu Bidang Investigasi untuk melakukan

telaah atau verifikasi terhadap pengaduan.

= (]
e-Dumas Baraad
Beisp
Shawe 3 entries Scarav.
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tndex -+ Masuk Anat Homor Surat Surat Parihal Deaduine Axsi
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fasa Jeux REESE]  Verifis
. & Utab
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BHon
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Telaah atau verifikasi dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol Aksi lalu klik
tulisan Verifikasi dan akan diarahkan pada halaman Tambah Data seperti pada

gambar dibawah ini.
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Tambah Data

Verifiast  SenstMash
Verifikator
SULANIAN, MIRHA% QOIZAR

[

Peritis

Katageri Pengadusn *

Pih Kategeri Pengaduan

Rincian Kategori Pangaduan *

PER Rineian Kategod Pengatuan

Sumbar Pangaduan’
Vich Sumbac Peagaduan

Keterangan Verifikasi *

Berkas Verifikasi *

Pegawai Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi wajib memilih kategori
pengaduan, sumber pengaduan, keterangan hasil telaah atau verifikasi, dan berkas

telaah yang wajib diunggah.

Tambah Data

Verifirag Surat Mank

Verifikator
SULAIIAK, LHRHAN QOMAR

Periksa

Kategori Pengaduan *

Rincian Kategori Pengaduan *
TataSeang

Sumber Pengaduan*
Hagjanakat

Keterangan Verifikast *

Tezh DSt tazh €21 pesky ORICIN FLRRTIAS2A0

Be

ia | 162933172 0 £ QUVELITAHRORAZINIGNHQTOR pf

Jika telah selesai, makan dapat disimpan dengan cara mengklik tombol Simpan.
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Simpan Data

Data Rerhash Disimpan

Tutup

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi Data Berhasil Disimpan.

{2

Bersndy | oDy

e-Dumas

Surrtvtawh Veifasi  Uhpwl Panegeman Padaclenst Metp

Mormpage Bepassifl)  MecwnggeVanbean(e)  Sessai Vel

Show n & eaties Sesrct
Index ¢ TanggalMasuk ¢ Asat = NomorSurat  +  TanggalSurat - Parihal T
3328 20210813 EHENT APAGADING TR JAYARTA DYSKRIALNIRE  20210312 Surst Undargan LSurati i otas scat hami «RT-

UTARA 13/
[iica] exa BETETTS
Showing 10 2 of 1 entiies Pration: n Kt

Version 140

Copyright £ 2024 Inspakdorat Proviosi DK Jakasta. 1 itz 1asssond

Pengaduan yang telah ditelaah atau diverifikasi akan masuk ke tabel berikutnya

yaitu tabel Sudah Verifikasi.
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C. Halaman Disposisi

Show entrizs
Tanggal
Index 4 Masek Ant
£ 20210810 PENGURUS AT 013 / Ry 02 KELURAAN KELAPA GADING TIMUR

JAKARTAUTARA

Showngz1totoflentries

Copyright £ 3021 Inspektorat Provins DKL Jakarts. /2 gz toeres

Homer Surat

GISKET

LA 262

Tanggat
Surat

20210312

Parihat

SuratUrdangan & Surat ke-fi konfiamasi atas swat kami

00.021/SKRTA. 7

[ euisa RO

>

Bersnda [ efumas

Szarche
Deadline Aksi
13 sevmicerns W51

Version 103

Halaman Disposisi merupakan halaman untuk memberikan disposisi pengaduan

yang telah ditelaah atau diverifikasi. Halaman Disposisi hanya dapat diakses oleh oleh

Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta namun

Sekretaris hanya dapat melihat. Halaman Disposisi terbagi dalam 2 (dua) tabel yaitu

Perlu Diposisi dan Sudah Disposisi.

e-Dumas

Priabsoss ) SvshUpossif)

Show 15 ¢ enties

Tanggat
Index 6 Masuk Asat
3828 2025-08-19 PENGURUS HT 013 / R 02 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

JAKARTAUTARA

Showing 1101 ¢f 1 entries

Cepyright § 2001 Inspakdorat Proviesl DRI Jakarta Al siziis rcn

Nomor Surat

Tanggat
Surat

2016812

Parihal

Surat Uodangan & Surat ke borfamas atas surtkam

FOOIISKATIY T

[sans[eca RED AT

)
A
Beranda Doy
Seatch
Deadting Aksi

 2apess
precasss I s

& omentsas

wenlentag v

Inspektur Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan disposisi pengaduan dengan

cara mengklik tombol Aksi yang terdapat pada tabel Perlu Disposisi, lalu klik tulisan
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Disposisi dan akan diarahkan pada halaman Tambahv:Data seperti pada gambar

dibawah ini.

Tambah Data

Cispasisi  Veathas  SwatMawk

DlsposisiKepada

IstDisposisi *

Petiksy

Catatan Disposist *

Inspektur Provinsi wajib menentukan tujuan disposisi, isi disposisi, dan catatan

disposisi. )

Tambah Data

Uispasish  Vanthas St Mk
DisposisiKepada *

~ inspehtarat Pemsany Widysh Kots Adm. Jakaste ez
1 Disposisi *

Patihsa

Catatan Disposisi *

Laihanpmatininn

Jika telah selesai, makan dapat disimpan dengan cara mengklik tombol Simpan.
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Simpan Data

Data Berhash Disimpan

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi Data Berhasil Disimpan.

e-Dumas Fersada / oD

Stk Vedfiewi  Uhposti  Peregean adealenui Mekap

Prvbnoossf)  SetanDispessifl

Skow v 3 enties Seascre
Index ¢ TonggalMasuk ¢ Anat - MomorSurat ' TanggalSurat Parinal A
3528 2220319 PENGURUS RT 033 /AW 02 KELURAHAN KEXAPA GADING THMUR JAKARTA PSRN 20280312 7 m
UTARA 13/
sosa] Teuw
Showing 1to 2 of 1entiies Prvas . Ret
Copyrignt 3 202t nspaldorat Proviesi DK Jakarta % tizits reosiodl. Version 160

Pengaduan yang telah diberi disposisi akan masuk ke tabel berikutnya yaitu tabel
Sudah Disposisi.
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D. Halaman Penugasan

Searche
Tangeal

Nomor Surat Surat

D3SKET 2021-08-12 Surat Urdangan & Surat ke £ borfnasi 2tas swat kam m

S22 £a.021/SKRTA3L 7
s n s

Parihal Deadline Aksi

Tanggat
Index 4 Masuk Aul

RERE) 20219319 PENGURUS BT 013 / RV 02 FELURAHAN KELAPAGADING TIMUR
JAKARTAUTARA

[se Tauss RETETS

Shewng1toLoflenties

Versien 1.0

Copyright & 3021 Inspeitorat Provins DKLIaKarts. /247 his risarved.

Halaman Penugasan merupakan halaman untuk memberikan penugasan dari
pengaduan yang telah diberi disposisi. Halaman Penugasan dapat diakses oleh
Inspektur Pembantu dan Kasubbag, dapat pula diakses oleh Inspektur Provinsi DKI
Jakarta dan Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta namun Inspektur Provinsi dan
Sekretaris hanya dapat melihat. Halaman Penugasan terbagi dalam 3 (tiga) tabel yaitu
Perlu Penugasan, Perlu Disposisi, dan Sudah Penugasan/Disposisi.

Tabel Perlu Penugasan berisi pengaduan yang mendapat disposisi Periksa dan

Limpahkan, sedangkan tabel Perlu Disposisi berisi pengaduan yang mendapat

disposisi selain Periksa dan Limpahkan.
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o 3
<> |

Beranda [ e Lumay |

Pl e-Dumas
a8
C] SwsUaswn Ve Chpwis  Perogasan  fisdakiay Reap
a PrlPeruganall)  Pat O] Sesanvenipmaniiovs ()
o
Show o3 enties : Sesich.
o
o Tanggat Tanggat
= Index 4 Mk o Asal ¢ NomorSurat Surat Parihal - Deadline A
s
3828 20210819 013/ RWO2 APAGADIG TIMUR e Surat Urdangan kSurt E
JAKARTAUTARY FOOISKAT-1Y 1 ]
I ) e o Peaugasan
@unat i
Shoving 1to1of L entries prevers R
]
Copyright © 2023 Inspektorat Provinsi DK Jakarta, &0t ichta coe st 4 Verslan 134 v
: '

Inspektur Pembantu atau Kasubbag dapat membuat penugasan dengan cara
mengklik tombol Aksi yang terdapat pada tabel Perlu Penugasan, lalu klik tulisan
Penugasan dan akan-diarahkan pada halaman Tambah Data seperti pada gambar

dibawah ini. .

Tambah Data

bovmpassr  Gimposisi Veiftast

Menugaskan Kepada *

Mutai *
R

Untuk "

BerkagST®

Inspektur Pembantu atau Kasubbag wajib menentukan anggota penugasan,

tanggal mulai penugasan, tanggal akhir penugasan, dan catatan penugasan.
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Tambah Data

ugaian  Cigodisi Watksw  Sumtfhik
MenugasianKepsda *
JURAINGRAPOUAKAN | < PARDAMEAN PAKPASAN |+ FOVFERNAKDO
Hutaf* Hingga®
0333202 0 wasaa

Untuk "

Melasuhan prmeicasn

BerkasST*
{ chaore Fte 1623337162 U eQVBLIVFAHNOR AT M FRQTCS 03t

Simpan Data

Data Reshasi Bisimpan

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi Data Berhasil Disimpan.
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Showing 1102 of 1 entiies

Copyrizht © 2023 Inspeldorat Provins} O Jakarta, Al ik ts cownas.

Pengaduan yang telah diberi penugasan akan

tabel Sudah Penugasan/Disposisi.

E. Halaman Tindak Lanjut

)

Pl e-Dumas
a
(5] fiatael
] s
=
Show entis
&
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"
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0
ki) 20210319 PENGURUS RT 013/ AW/ 02 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

JAKARTAUTARA

Showing 110 Ll 1 entries
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P9l e-Dumas
=]
(S} ) Cispot Peragas: t Fat:
{ ] Pats Drossi ) SudadParspasandisgess )
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Show w3 enties Search
B
= Index 4 TanggalMasuk At Homor Surat Tanggal Surat Parihat
& 398 20210549 PENGURUS RT 033 / AW 22 KELURAMA' KELAPA GADING THUR JAKARTA OSNRTOBAN 20280812 SuratUndangan & Scatie i baafrmast otas surdt bami 2. 021/SKART.
UTARA 13/t
7 2 rovsony

Seatch
Tanggat
Nomor Surat Surat Parihat Deadline
USRI 20210812 SuratUrdangan & Surst ke Bl koofirmast atas surat ksmi
REATEIPe Y 70021/SK/RI-1Y.. 2

[rau Jeas RELE

revars

Version 12/

Alsi

oezzmrm [T

masuk ke tabel berikutnya yaitu

Vartion L4

Halaman Tindak Lanjut merupakan halaman untuk.' menindaklanjuti pengaduan

yang telah diberi penugasan. Halaman Tindak Lanjut dapat diakses oleh Inspektur

Pembantu , Kasubbag, maupun JFT/JFU. Halaman Tindak Lanjut dapat pula diakses

oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
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namun Inspektur Provinsi dan Sekretaris hanya dapat melihat. Halaman Penugasan

terbagi dalam 2 (dua) tabel yaitu Perlu Tindaklanjut dan Sudah Tindaklanjut.

= o)
~
e-Dumas Perads / cburas |
Setttawh  WeRfeaw  Dapesis Benugaan Tadabana  Rekap
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Inspektur Pembantu , Kasubbag, maupun JFT/JFU dapat menindaklanjuti
pengaduan dengan cara mengklik tombol Aksi yang terdapat pada tabel Perlu
Tindaklanjut, lalu klik tulisan Tindaklanjut dan akan diarahkan pada halaman Tambah

Data seperti pada gambar dibawah ini.’

Tambah Data

Tindaklampt  beavgasen  Lispews Venfhesi Swatiawd

Keterangan *

Berkas Laporan

Inspektur Pembantu , Kasubbag, maupun JFT/JFU wajib mengisi keterangan

tindaklanjut dan menggunggah berkas tindaklanjut.
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Tambah Data

Tingahlanat  Penugasen  Uispowst  Vethasi o Swetdawy

Keterangan *

teleh debuben penerihiasn dan U6 tertyii ads petergseran

BerkasLaporan *

 UFCQRVEL

Jika telah selesai, makan dapat disimpan dengan cara mengklik tombol Simpan.

Simpan Data

Data Perhasit Diskmpan

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi Data Berhasil Disimpan.

35



Ant Homor Surat

Index ~4  TanggalMasuk

3528 2210549

UTARA
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Pengaduan yang telah ditindaklanjuti akan
Sudah Tindaklanjut.

F. Halaman Rekap
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TempiieanSempunyiban Ko
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Halaman Rekap merupakan halaman

BEXGURUS RT 031 / RV 02 KELUPAHAY KELAPA GADING TiMUR JAKARTA 03, S8R QLINEH 2021

Penerusan Pengaduas Masrarakat tentang
Petajanan Vaksnay Covid 19 0ssishe 3

<~
E: 33 7 o fanmy;
Seasch:
Tanggal Surat Perihal Akst
20230812 Surat Undangan L Surat ke b kaofrmast atas surat bami 00, 021/34/RT- m
13/..2
77 ) revson
Verston Lo

masuk ke tabel berikutnya yaitu tabel

~
-
Per o
torate 3
Saarcre
Rincian Tindak
. Somb e
Kategorl ambar -t Keterangan itban
Menunzge Inspextarat Pembanty
\erifbas Bitang Imvesigast

berisi daftar pengaduan beserta

perkembangannya. Halaman Rekap dapat diakses oleh Inspektur Provinsi DKI

Jakarta, Sekretaris Inspektorat DKI

Jakarta, dan

Inspektur Pembantu Bidang

Investigasi. Rekap pengaduan dapat diekspor kedalam file Microsoft Excel.
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